SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH

NOMOR:50/Kpts/KPU-Kab.026.419168 /TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang;

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun
2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang ...



Memerhatikan

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembararan Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun

2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 01 Tahun 2010;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017,

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang
perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-

VI/2008, tanggal 4 Agustus 2008;

. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-

VII/2009, tanggal 24 Maret 2009;
3. Putusan ...



3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
VII/2009, tanggal 17 November 2009;

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-
XII/215, tanggal 8 Juli 2015;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-
XII/215, tanggal 9 Juli 2015;

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
XII/215, tanggal 9 Juli 2015;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton
Tengah Nomor 27/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN
2016 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai
Syarat Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati
Buton Tengah Tahun 2017;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton
Tengah Nomor 38/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN
2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor
24 /Kpts/KPU-Kab.026.419168 /TAHUN 2016 tentang
Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton
Tengah Nomor 47/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN
2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor
01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/1V/2016 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah
Tahun 2017,

10.Berita Acara Nomor 58/BA/X/2016 tanggal 24 Oktober
2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Buton Tengah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017;

KESATU :  Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah
Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari keputusan ini;

KEDUA ¢ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd
SEKRETARIAT-KOMISI PEMILIHAN UMUM

AMINUDDIN



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:50/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN

2017.

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH

TAHUN 2017
JUMLAH
NO NAMA PASANGAN CALON PARTAI PEROLEHAN
PENGUSUNG
KURSI
1 2 3 4
Ir. H. ABDUL MANSUR AMILA, MTP
1. PAN 11 KURSI
1 DAN 2. PARTAI GOLKAR
MUH. SALEH GANIRU, S.Ag 3. GERINDEA.
SAMAHUDDIN, SE 1. NASDEM
s SHE 10 KURSI
2 DAN 3. PKS
4. PPP
LA NTAU e em
Ditetapkan di Labungkari

Salinan-sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
\v “KABUPA7) )

' UTON TENGAH

Pada tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,

ttd

~ AMINUDDIN




